BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan di
Pembahasan di atas dapat di uraikan bahwa pola interkasi
eksekutif dan legislatif pada pembahasan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, mulai dari tahapan
Perumusan KUA dan PPAS Serta Pembahasan RAPBD sampai
pada tahapan pengesahan anggaran selalu diwarnai oleh beberapa
fenomena interaksi antara eksekutif dan legislatif untuk
melakukan fungsi kewenangan saling menguasai, mendominasi.
Maka untuk menganalisis pola relasi eksekutif dan legislatif pada
pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 maka
akan diuraikian sebagai berikut:

1. Pada pembahasan APBD Kabupatenn Buru Selatan
Tahun 2015 ditemukan tiga pola interaksi eksekutif dan
legislatif yaitu akomondasi, dominasi, dan kompromi
namun di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan

pembahasan kebijakan anggaran ditemukan adanya
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proses pola yang lebih mendominasi. Pola interaksi
eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan di
tingkat Panitia Anggaran dan tingkat komisi yang
membidangi beberapa SKPD cenderung lebih dominatif
pihak DPRD.

Pola interaksi Eksekutif dan Legislatif pada Pembahasan
APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 lebih di
dominasi Pola Interaksi Decesional Yaitu Pola
pertentangan yang berlangsung pada perumusan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Platfom Anggaran Sementara (PPAS) sehingga
mengakibatkan keterlmabatan penetapan APBD, pola
interakasi kekuasaan yang terjadi tawar menawar
(barganing) untuk melakukan pertukaran kepentingan
legislatif kepada Eksekutif yang tidak diakomodir Pada
Rencana Kerja Anggaran (RKA) di masing-masing
SKPD.

Pola relasi Eksekutif dan Legislatif Pada pembahasan

KUA dan PPAS di pembahasan APBD Tahun 2015 lebih
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di dominasi pola interaksi Anticipated Reaction yaitu
Pemerintah  Kabupaten Buru Selatan menerima
kepentingan DPRD yang mejadi rekomendasi Reses
untuk menjaga kestabilan pembahasan APBD Tahun
2015.

Pada pembahasan RKA Kabupaten Buru Selatan terjadi
pola relasi Eksekutif dan Legislatif yang lebih
didominasi oleh interaksi Non Decisional yaitu pihak
legislatif menolak melakukan pembahasan KUA dan
PPAS karena dari pihak eksekutif tidak menyerahkan
dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-
masing SKPD.

Pola interaksi eksekutif dan legislatif pada perumusan
KUA dan PPAS ditemukan bahwa legitimasi pemerintah
daerah sangat dominan dan interaksi kompromistik lebih
banyak terjadi pada pembahasan akhir anggaran yang di
bahasa oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Buru
Selatan. Sedangkan dominasi DPRD dalam kaitan ini

lebih pada saat penetapan anggaran di mana kewenangan
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DPRD lebih kuat Karena mempunyai fungsi kewenangan
pengawasan dan fungsi angggaran.

Pola relasi eksekutif dan legislatif pada proses
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta
Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) pada
Rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015
masih di dominasi oleh kepentingan politik sehingga
berdampak pada berlarut-larutnya pembahasan anggaran
sehingga mengakibatkan terlambatnya penetapan KUA,
PPAS, serta APBD.

Pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (eksekutif)
pada pembahasan KUA dan PPAS pada umumnya
bersifat koersif di mana masing-masing SKPD memiliki
kewenangan di fungsi penganggaran.Sementara, pola
relasi perilaku ofensif lebih ditonjolkan ketika telah
berdialog secara bersama dengan institusi DPRD
(Legislatif) untuk membahas mulai pada penyusunan
rancangan maupun perumusan APBD Kabupaten Buru

Selatan.
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8. Pola relasi Pemerintah Kabupaten (Eksekutif) dan DPRD
(Legislatif) lebih dominan pada saat rapat pembahasan
RAPBD pada masing-masing komisi yang membidangi
beberapa SKPD terkait, maka posisi DPRD secara umum
menunjukan perilaku yang dominani pembahasan
anggaran. Pola relasi DPRD cenderung melakukan
negosiasi, lobby kepentingan proyek pada Sub program
yang terdapat pada tiap SKPD. Maka di setiap proses
pembahasan anggaran yang melibatkan DPRD selalu
diwarnai oleh negosiasi anggaran publik.

9. Pola Relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan
APBD Tahun 2015 sangat berpengaruh pada Personal
Bachground, political Bachground anggota DPRD dalam
melakukan pengelolaan anggaran Kabupaten Buru
Selatan, pola interakasi berpengaruh baik secara
bersama-sama maupun parsial terhadapan kemampuan
dan pemahaman dalam pelaksanaan pembahasan

anggaran.
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B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di uraikan
pada Bab V dan kesimpulan yang telah di paparkan di atas, maka

penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:
1. Pola Relasi Eksekutif dan legislatif pada
pembahasan APBD harus di berdasarkan panduan
Undang-undang maupun Peraturan  Menteri
sebagai mekanisme pendukung untuk melakukan
pembahasan anggaran sesuai dengan Jadwal yang

sudah di tentukan.

2. Pola interksi pada sebelum pengesahan APBD di
Perdakan harus dilakukan kegiatan uji publik
kepada masyarakat secara kolektif untuk
mengetahui alokasi anggaran APBD tahun
berikutnya, dan kegiatan tersebut dapat
memberikan saran dan kritik yang konstruktif,
melakukan diskusi/seminar dan melakukan forum
khusus dengan pihak-pihak yang berpengaruh

untuk dilakukan uji publik.
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3. Pola hubungan pemerintah daerah (eksekutif) dan
DPRD (Legislatif) vyaitu sangat diperlukan
kordinasi antara lembaga, peningkatan inovasi
SKPD dan Badan Anggaran (Banggar) dalam
melakukan penyusunan program kerja di masing-
masing SKPD dan mampu meformulasikan segala
usulan melalui forum Musrembang maupun masa
reses yang di lakukan oleh legislatif.

4. Pola interaksi pemerintah daerah Kabupaten Buru
Selatan  dalam  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan dan formulasi anggaran harus
dilaksanakan secara partisipatif yaitu melibatkan
seluruh unsur yang berkepentingan dan melibatkan
masyarakat dalam melakukan evaluasi

pembangunan.
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